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ABSTRACT 

 

The recognition of customary law communities (masyarakat hukum 

adat) and their customary land rights (hak ulayat) is guaranteed under the 

1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 5 of 1960 

concerning the Basic Agrarian Principles. However, in practice, legal issues 

arise when customary territories are located within designated forest areas. 

This situation results in the coexistence of two legal regimes, namely 

agrarian law and forestry law, which consequently hinders the realization of 

legal certainty regarding land rights for customary law communities. This 

study aims to analyze the legal construction and juridical implications of the 

overlap between agrarian and forestry legal regimes on the obstacles to the 

registration of customary land, to examine the forms of legal certainty 

obtained by the Kusang Syuglue Woi Yansu Customary Law Community 

over land located within forest areas in Kemtuk Gresi District, and to 

analyze the juridical and empirical obstacles, along with the efforts 

undertaken to address them. 

This study employed an empirical legal research method. The data 

were collected through interviews with the Jayapura Land Office, the 

Regional Forest Area Consolidation Agency (Balai Pemantapan Kawasan 

Hutan/BPKH) Region X Jayapura, the Customary Law Community Task 

Force (Gugus Tugas Masyarakat Adat/GTMA), and members of the Kusang 

Syuglue Woi Yansu Customary Law Community. The collected data were 

analyzed qualitatively. 

The findings indicate that the overlap between the agrarian and 

forestry legal regimes prevents the customary land of the Kusang Syuglue 

Woi Yansu Customary Law Community from being granted and registered 

as land rights because the land remains legally designated as a forest area. 

The community has been formally recognized through the Regent of 

Jayapura Decree Number 188.4/436 of 2022, while its customary territory 

has been designated as Customary Forest under the Decree of the Minister 

of Environment and Forestry Number SK.8032/MENLHK-

PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2022. Such recognition provides legal certainty 

regarding the legal subject, the customary territory as the object of rights, 

and the community's authority to manage the customary forest in 

accordance with forestry regulations. Nevertheless, legal certainty in the 

form of land rights has not yet been realized because the customary territory 

remains classified as a forest area and therefore does not satisfy the legal 

requirements for the granting and registration of land rights. The identified 

obstacles include juridical barriers arising from differences in legal 
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regulations and institutional authority between the agrarian and forestry 

sectors, as well as empirical barriers related to the determination of 

customary boundaries, participatory mapping, and limited financial 

resources. Efforts to address these issues have been undertaken through the 

recognition of the customary law community, the designation of Customary 

Forest, and the implementation of a participatory approach in the 

identification, mapping, and demarcation of customary territories. 

Keywords: legal certainty; land rights; customary law community; forest 

area; customary land rights. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki peran strategis 

dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai ruang untuk tinggal dan 

mencari nafkah, tetapi juga sebagai identitas sosial budaya, khususnya bagi 

masyarakat hukum adat di Indonesia. Masyarakat hukum adat merupakan 

kesatuan sosial yang terbentuk atas dasar ikatan teritorial maupun 

genealogis, yang memiliki sistem penguasaan dan pengelolaan sumber 

daya alam secara komunal dan turun-temurun berdasarkan hukum adat 

yang hidup dalam masyarakat (Reumi & Katjong, 2021; Togatorop dkk., 

2021). 

Secara konstitusional, negara mengakui keberadaan masyarakat 

hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana diamanatkan dalam 

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Pengakuan ini dipertegas dalam Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(UUPA), yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat 

hukum adat diakui sepanjang menurut kenyataan masih ada dan tidak 

bertentangan dengan kepentingan nasional. Namun, realitas yuridis di 

lapangan menunjukkan adanya konflik norma dan tumpang tindih rezim 

hukum antara sektor agraria dan sektor kehutanan. 

Konflik norma tersebut bermula dari Pasal 4 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan 

bahwa "semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh 

negara". Ketentuan ini menjadi dasar hukum negara dalam menetapkan 

kawasan hutan di seluruh wilayah Indonesia, yang secara faktual banyak 

mencakup wilayah yang telah lama dikuasai dan dikelola secara turun-

temurun oleh masyarakat hukum adat. Akibatnya, tanah ulayat kerap 

terpetakan ke dalam kawasan hutan negara, yang berimplikasi pada 

tertutupnya akses masyarakat adat untuk mendaftarkan tanahnya dalam 

sistem administrasi pertanahan nasional. 
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Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-

X/2012 telah menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan hutan 

negara melainkan hutan hak yang berada di wilayah masyarakat hukum 

adat, implementasi kepastian hukum atas tanah masih menghadapi kendala 

sistemik. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah , Satuan Rumah 

Susun dan Pendaftaran Tanah  dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai upaya penyelesaian 

penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Namun, ketentuan dalam PP 

Nomor 23 Tahun 2021 (seperti Pasal 23 dan 24) masih menekankan pada 

penguasaan tanah secara perseorangan dengan batasan luas maksimal 5 

hektar, yang secara fundamental bertentangan dengan karakter penguasaan 

tanah adat yang bersifat komunal dan kolektif. Di sisi lain, sistem 

pendaftaran tanah mensyaratkan tanah berada di luar kawasan hutan (Areal 

Penggunaan Lain/APL) untuk dapat diterbitkan hak atas tanah atau Hak 

Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat.  

Ketidaksinkronan antara kerangka hukum positif dengan realitas 

penguasaan tanah adat berdampak signifikan di wilayah yang didominasi 

tutupan kawasan hutan, seperti Provinsi Papua. Berdasarkan data Gugus 

Tugas Masyarakat Adat (GTMA) Kabupaten Jayapura tahun 2021, dari 

total luas wilayah sebesar 1.767.844,96 hektare, sekitar 88,36% 

(1.562.110,38 hektare) merupakan kawasan hutan, sementara Areal 

Penggunaan Lain (APL) hanya sekitar 11,64% (205.734,58 hektar). 

Dominasi kawasan hutan tersebut berdampak langsung terhadap 

penyelenggaraan administrasi pertanahan di Kabupaten Jayapura. Secara 

yuridis, kondisi tersebut menyebabkan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Jayapura menghadapi keterbatasan kewenangan dalam memproses 

pendaftaran tanah ulayat yang objeknya masih berada di dalam kawasan 

hutan. 

Permasalahan tersebut tergambar secara nyata di Kecamatan 

Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura. Di wilayah ini terdapat dua 

masyarakat hukum adat yang sama-sama telah mendapat pengakuan dari 
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Pemerintah Kabupaten Jayapura, tetapi memperoleh bentuk kepastian 

hukum yang berbeda karena status spasial wilayah adatnya. Masyarakat 

Hukum Adat Sawoi Hnya memperoleh kepastian hukum melalui 

penertbitan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) karena wilayah adatnya 

berada pada Areal Penggunaan Lain (APL), sedangkan Masyarakat Hukum 

Adat Kusang Syuglue Woi Yansu, permohonan pendaftaran tanah 

ulayatnya belum dapat di proses oleh Kantor Pertanahan karena sebagian 

besar wilayah adatnya berada di dalam kawasan hutan. Oleh karena itu, 

penyelesaian yang capai  melalui mekanisme Penetapan Hutan Adat oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perbedaan produk hukum 

yang diterima kedua masyarakat hukum adat tersebut menunjukkan bahwa 

status spasial wilayah adat menjadi faktor yang menentukan bentuk 

kepastian hukum yang diperoleh masyarakat hukum adat. Kondisi ini 

menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum hak atas tanah 

masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan hutan dan menjadi 

penting untuk dikaji lebih mendalam.  

Berdasarkan uraian kesenjangan antara das sollen (pengakuan 

konstitusional hak ulayat) dan das sein (kondisi faktual tanah adat yang 

berada dalam kawasan hutan dan tidak bisa didaftarkan) tersebut, peneliti 

tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai implikasi yuridis tumpang 

tindih rezim hukum serta bentuk kepastian hukum yang diperoleh 

masyarakat adat, dengan judul “Analisis Kepastian Hukum Hak Atas 

Tanah Masyarakat Hukum Adat Yang Berada Dalam Kawasan Hutan 

Di Kabupaten Jayapura (Studi Kasus Kecamatan Kemtuk Gresi)”. 

 

B.   Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, peneliti menyusun 

beberapa rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana konstruksi hukum dan implikasi yuridis tumpang tindih 

rezim hukum agraria dan kehutanan terhadap hambatan pendaftaran 

tanah ulayat di Kabupaten Jayapura? 
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2. Bagaimana bentuk kepastian hukum yang diperoleh Masyarakat Hukum 

Adat Kusang Syuglue Woi Yansu atas tanah yang berada di dalam 

kawasan hutan di Kecamatan Kemtuk Gresi?  

3. Apa saja hambatan yuridis dan empiris dalam mewujudkan kepastian 

hukum hak atas tanah masyarakat hukum adat di kawasan hutan, serta 

bagaimana upaya penyelesaiannya?  

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Menganalisis konstruksi hukum dan implikasi yuridis tumpang 

tindih rezim hukum agraria dan kehutanan terhadap hak atas tanah 

masyarakat hukum adat. 

b. Mendeskripsikan dan menganalisis bentuk kepastian hukum yang 

diperoleh Masyarakat Hukum Adat Kusang Syuglue Woi Yansu atas 

tanah yang berada di dalam kawasan hutan.  

c. Mengidentifikasi hambatan yuridis dan empiris serta menganalisis 

upaya penyelesaian/perlindungan hukum yang dilakukan oleh 

pemerintah dan masyarakat adat. 

2. Manfaat Penelitian  

a.   Manfaat Teoretis/Akademis 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

pengembangan ilmu hukum agraria dan hukum kehutanan, 

khususnya terkait harmonisasi regulasi dan kepastian hukum hak 

komunal masyarakat hukum adat yang berada di dalam kawasan 

hutan. 

b.   Manfaat Praktis 

1) Bagi Kementerian ATR/BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten 

Jayapura, sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan kebijakan 

dalam percepatan pendaftaran tanah ulayat dan penyelesaian 

tumpang tindih spasial antara hak atas tanah dan kawasan hutan. 

2) Bagi Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas Masyrakat Adat 

(GTMA), sebagai bahan masukan dalam pendampingan 



5 
 

masyarakat hukum adat agar memperoleh kepastian hukum yang 

komprehensif, baik dari sisi agraria maupun kehutanan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Kepastian 

Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat yang Berada dalam 

Kawasan Hutan di Kabupaten Jayapura (Studi Kasus Kecamatan 

Kemtuk Gresi), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Konstruksi hukum dan implikasi yuridis tumpang tindih rezim 

hukum agraria dan kehutanan terhadap hambatan pendaftaran 

tanah ulayat di Kabupaten Jayapura menunjukkan bahwa tanah 

ulayat Masyarakat Hukum Adat Kusang Syuglue Woi Yansu 

berada pada dua rezim hukum yang berbeda. Rezim hukum 

agraria mengatur pemberian dan pendaftaran hak atas tanah 

berdasarkan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2021, sedangkan rezim hukum kehutanan mengatur penetapan, 

pengelolaan, dan penyelesaian kawasan hutan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021. Perbedaan pengaturan 

tersebut mengakibatkan perbedaan kewenangan antara 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Meskipun Masyarakat Hukum Adat Kusang Syuglue Woi Yansu 

telah memperoleh pengakuan melalui Keputusan Bupati Jayapura 

Nomor 188.4/436 Tahun 2022 dan wilayah adatnya telah 

ditetapkan sebagai Hutan Adat melalui Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8032/MENLHK-

PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2022, status kawasan hutan 

menyebabkan tanah ulayat tersebut belum dapat diberikan 

maupun didaftarkan sebagai hak atas tanah dalam sistem 

administrasi pertanahan. 
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2. Bentuk kepastian hukum yang diperoleh Masyarakat Hukum 

Adat Kusang Syuglue Woi Yansu bersifat bertahap dan belum 

sepenuhnya berupa kepastian hukum hak atas tanah. Masyarakat 

telah memperoleh kepastian hukum mengenai subjek hukum 

melalui pengakuan sebagai masyarakat hukum adat, kepastian 

mengenai objek wilayah adat melalui pemetaan partisipatif dan 

penetapan Hutan Adat, serta kepastian untuk mengelola wilayah 

adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

kehutanan. Namun demikian, kepastian hukum mengenai status 

hak atas tanah belum terwujud karena wilayah adat masih 

berstatus sebagai kawasan hutan sehingga belum memenuhi 

persyaratan untuk diberikan maupun didaftarkan sebagai hak atas 

tanah melalui sistem administrasi pertanahan. 

3. Hambatan dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah 

terdiri atas hambatan yuridis dan hambatan empiris. Hambatan 

yuridis berasal dari perbedaan pengaturan dan kewenangan antara 

rezim hukum agraria dan rezim hukum kehutanan yang 

menyebabkan tanah dalam kawasan hutan belum dapat diproses 

sebagai objek pemberian hak atas tanah. Hambatan empiris 

meliputi penetapan batas wilayah adat, pelaksanaan pemetaan 

partisipatif, keterbatasan anggaran, serta perlunya kesepakatan 

antar masyarakat hukum adat yang berbatasan. Upaya 

penyelesaian dilakukan melalui pengakuan masyarakat hukum 

adat oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, pengusulan Penetapan 

Hutan Adat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, serta penerapan pendekatan partisipatif dalam proses 

identifikasi, pemetaan, dan penetapan batas wilayah adat. 

Meskipun upaya tersebut belum mewujudkan kepastian hukum 

berupa hak atas tanah, langkah tersebut telah memberikan 

kepastian hukum terhadap keberadaan masyarakat hukum adat 

dan wilayah adat yang dikelolanya.. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut. 

1. Bagi Kementerian Kehutanan melalui Balai Pemantapan 

Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah X Jayapura, perlu 

mengoptimalkan penyelesaian status kawasan hutan terhadap 

wilayah masyarakat hukum adat yang telah memperoleh 

pengakuan dari pemerintah daerah. Penyelesaian tersebut 

diperlukan agar terdapat kejelasan status kawasan sebagai dasar 

dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian hak atas tanah 

sesuai dengan kewenangan masing-masing sektor. 

2. Bagi Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) Kabupaten 

Jayapura, terus memperkuat penyelesaian batas wilayah adat 

melalui pemetaan partisipatif, verifikasi lapangan, dan 

musyawarah dengan masyarakat hukum adat yang berbatasan. 

Langkah tersebut penting untuk meminimalkan potensi sengketa 

batas wilayah serta mendukung kelengkapan data dalam proses 

pengakuan masyarakat hukum adat. 

3. Bagi Masyarakat Hukum Adat Kusang Syuglue Woi Yansu, 

diharapkan tetap menjaga batas wilayah adat yang telah 

disepakati, mempertahankan kelembagaan adat, serta mengelola 

Hutan Adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga 

pengakuan yang telah diperoleh dapat dipertahankan dan menjadi 

dasar dalam upaya memperoleh kepastian hukum yang lebih 

komprehensif di masa mendatang. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada 

analisis kepastian hukum hak atas tanah masyarakat hukum adat 

yang berada dalam kawasan hutan di Masyarakat Hukum Adat 

Kusang Syuglue Woi Yansu. Oleh karena itu, penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas mekanisme 

penyelesaian status kawasan hutan setelah penetapan Hutan Adat 

maupun implementasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam 
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Kawasan Hutan (PPTKH) dalam mendukung kepastian hukum 

hak atas tanah masyarakat hukum adat. 
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